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Latar belakang sistem lelang di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu sistem 
lelang eksekusi dan sistem lelang non eksekusi. Sebelum di lakukan lelang pada 
pihak terkait barang rampasan harus sudah memiliki kekuatan hukum berdasarkan 
putusan pengadilan.  Pada penelitian ini, penulis lebih berfokus pada lelang 
eksekusi barang sitaan pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi berupa barang 
rampasan,barang temuan,barang gadai. Kemudian dari pasal 10 KUHAP terdapat 
pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang  tertentu yang di lakukan pihak 
kejaksaan bagian barang bukti. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji pelaksanaan lelang barang bukti 
kejaksaan berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 10 tahun 2019 (2) Mengkaji 
hambatan dalam pelaksanaan lelang barang bukti oleh kejaksaan berdasarkan 
peraturan kejaksaan nomor 10 tahun 2019. Jenis penelitian adalah penelitian hukum 
normatif (library research). Pendekatan yang digunakan hukum normatif, teknik 
pengumpulan datanya melalui wawancara dan  studi kepustakaan 
Hasil penelitian ini menunjukkan poses lelang eksekusi yang dilaksanakan 
oleh Kejaksaan Negeri Tegal terhadap barang-barang rampasan sebelumnya harus 
memenuhi persyaratan- persyaratan atau memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Adapun, tata cara yang harus dipenuhi oleh 
pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan ada tiga 
tahapan yaitu pra lelang,pelaksanaan lelang,dan pasca setelah lelang. Di dapati 
beberapa hambatan yang di temukan pada proses pelaksaan lelang 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapakan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  











The auction system's background in Indonesia is divided into two, namely the 
execution auction system and non-execution auction system. Before the auction is 
done by relevant parties, the bailiff must already have a legal force based on court 
decision. In this research, the author more focuses on the auction execution of 
confiscated goods in Criminal Procedure Code Article 45, the  auction of execution 
in the form of spoil goods, finding goods, and pawning goods. Then, from article 10 
of the Criminal Procedure Code, there is an additional crime, namely the 
confiscation of certain items by the prosecutor's office of the evidence section.  
This research aims : (1) to examine the implementation of the auction of evidence 
based on prosecutor's regulation number 10 of 2019 (2) to examine the obstacles in 
the implementation of the auction of evidence by the prosecutor's office based on 
the prosecutor's regulation number 10 of 2019.  The type of this research is 
normative legal research (library research). The approach that used in this paper 
is the normative legal approach, the technique of collecting data is through 
interviews and literature studies. 
The result of this study indicates that the execution auction carried out by the Tegal 
District Prosecutor's for the previously spoil goods must meet the requirements or 
provisions of the applicable laws and regulations. The procedures must be fullfiled 
by the parties who will conduct the auction of the stolen goods. There are three 
stages, namely pre-auction, auction implementation, and post-auction. Several 
obstacles were found in the auction process. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for 
information and suggestion for students, academics, practitioners, and all parties 
in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
























“Permasalahan jika terus dihindari tidak akan selesai-selasai maka dari itu hadapi 
permasalahan tersebut walaupun sangat menyakitkan” 
“Segala keinginan yang belum tercapai pedih memang rasanya, tetapi lihatlah apa 













































 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta 
pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah 
dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk 
Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka 
tidak ada pemberi petunjuk baginya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah 
pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan 
sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin. 
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A. Latar Belakang Penelitian 
Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan 
sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa di abaikan karena jika 
diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang 
diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi 
penegak hukum, mempunyai kedu dukan yang sentral dan peranan yang 
strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter 
antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga 
kebe radaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas 
penegakan hukum. 
Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas 
(eksplisit) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat 
(implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi 
"segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Demikian 
juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat 
(3), dan dalam Pasal II Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa 
"Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekua saan Kehakiman 
diatur dalam undang-undang". Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur 
bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakannya 





Perubahan mendasar terjadi setelah keluar Undang-undang No mor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia-yang menggantikan dan 
mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 di dalam Konsideran 
Menimbang dinyatakan "bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan 
peran Kejaksaan Republik Indo nesia sebagai lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari 
pengaruh kekuasaan pihak mana pun". 
Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejak saan 
Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Ini 
adalah karena di samping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam 
tataran faktual, masyarakat menghendaki lem baga/aparat penegak hukum 
benar-benar berperan sehingga terwu jud rasa keadilan, kepastian hukum, dan 
kemanfaatan hukum da lam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah 
seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang 
kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati 
diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih pro fesional dan lebih dinamis 
guna menghadapi perkembangan masya rakat dan tuntutan zaman ini. 
Kejaksaan juga dituntut untuk tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan 
baik tetapi juga harus mam pu membentuk jati dirinya sebagai salah satu 
"institusi pelaksana kekuasaan negara", bukan alat kekuasaan penguasa. 
Barang rampasan didapatkan dari proses terjadinya penyitaan sebagai 





penyitaan terhadap suatu barang memang senantiasa meminta izin terlebih 
dahulu kepada ketua pengadilan negeri. Hanya dalam keadaan luar biasa saja 
barang yang akan disita itu di khawatirkan akan berpindah tempat atau 
disembunyikan orang. Maka polisi menyita barang itu tanpa izin terlebih 




Indonesia adalah Negara hukum untuk dapat terwujudnya hukum di 
perlukan perangkat hukum yang berguna untuk mengatur keadilan dalam 
segala aspek bidang kehidupan masyarakat. lelang adalah penjualan barang di 
muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui 
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Dalam teknis beroperasi di 
daerah kota dan kabupaten, dibentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang 
Negara (KP2LN) yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tugas utama KPKNL adalah dengan 




Sistem lelang di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu sistem lelang 
eksekusi dan sistem lelang non eksekusi. Sebelum di lakukan lelang pada pihak 
terkait barang rampasan harus sudah memiliki kekuatan hukum berdasarkan 
putusan pengadilan.  Pada kali ini penulis lebih berfokus pada lelang eksekusi 
barang sitaan pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi berupa barang 
rampasan,barang temuan,barang gadai. Kemudian dari pasal 10 KUHAP 
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terdapat pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang  tertentu yang di 
lakukan pihak kejaksaan bagian barang bukti. Barang bukti merupakan upaya 
bukti yang sangat penting bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan hakim 
atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian barang bukti tersebut 
dapat di kembalikan kepada pemilik benda tersebut tetapi  berdasarkan 
Peraturan Kejaksaan 
 Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa 
Agung nomor per-002/A/JA/04/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan 
langsung benda sita eksekusi. Perubahan peraturan tersebut berdampak 
padawaktu 14 hari sesudah benda tersebut di umumkan maka satuan teknis 
menyerahkan benda sitaan kepada seksi pengelolaan barang bukti dan barang 
rampasan untuk dilakukan pelelangan. Peran kejaksaan dalam penjelasan di 
atas adalah sebagai eksekutor atau jaksa eksekutor. 
Pada tahun 2019 terdapat kasus tindak pidana berupa pencurian Putusan 
Pengadilan Negeri Tegal Nomor:77/Pid.B/2013/PN.Tgl dan kepemilikan 
narkotika jenis sabu dengan Putusan Pengadilan Negeri Tegal 
Nomor:83/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. Pada putusan pengadilan barang bukti 
dikembalikan kepada pemilik dan sebagian dimusnahkan. Untuk barang bukti 
berupa kendaraan bermotor dirampas untuk negara. kemudian kejaksaan 
Negeri Kota Tegal berkoordinsai dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) untuk kiranya dilakukan perhitungan penaksiran harga 
dasar terhadap barang rampasan yang akan dilelang untuk Negara. berdasarkan 
surat nomor B-241/0.3.15/Cpl.1/03/2019 sehubungan dengan Putusan 





barang bukti tersebut dikumpulkan untuk dilakukan pelelangan bersama 
KPKNL. 
Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut tentang “PELAKSANAAN PERATURAN 
KEJAKSAAN NOMOR  10 TAHUN 2019 DALAM LELANG BARANG 
BUKTI KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan yang perlu dikaji, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang bukti kejaksaan berdasarkan 
Peraturan Kejaksaan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Lelang Barang 
Bukti? 
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan lelang barang bukti oleh kejaksaan 
berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Lelang 
Barang Bukti? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Mengkaji pelaksanaan lelang barang bukti kejaksaan berdasarkan 
peraturan kejaksaan nomor 10 tahun 2019 
2. Mengkaji hambatan dalam pelaksanaan lelang barang bukti oleh 







D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat dalam bidang 
pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan 
suatu pengembangnan ilmu . Memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
dan pada masyarakat umum tentang lelang yang dilaksankan oleh 
kejaksaan. Kemudian sebagai suatu refrensi untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya yang berhubungan dengan lelang barang bukti yang di lakukan 
oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 
masukan bagi kalangan akademisi sekaligus memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang terjadi 
kemudian diharapkan berkontribusi dengan masukan-masukan maupun 
soulusi dalam pelaksaan lelang di Kejaksaan Negeri Kota Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Untuk melakukan suatu penelitian maka diperlukan dukungan dari hasil 
penelitian yang telah ada sebelumnya. Untuk memberikan gambaran penulis 
dalam melakukan penelitian ini, maka penulis secara garis besar akan 
mengemukakan beberapa penelitian sebagai berikut : 
1. Maya Kartika Sury Chaniago, Fakultas Hukum Universitas 





Yang Dilaksanakan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang-Barang Rampasan  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”. Hasil dari skripsi ini adalah 
membahas mengenai proses eksekusi terhadap barang rampasan yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan diantaranya dilakukan dengan 3 
tahap, yaitu pra lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu 
mendapatkan izin. Kedua Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan 
lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta 
adanya Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran  
laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat.
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2. Ilham Syahputra Prabandaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri 
2018, “Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang 
Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota 
Kediri)”. Hasil dari skripsi ini adalah membahas mengenai dalam 
melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor 
pendukung dan faktor–faktor penghambat. Faktor–faktor pendukung 
merupakan penunjang bagi terlaksananya pelaksanaan dari sebuah 
peraturan, sedangkan faktor-faktor penghambat merupakan penghalang 
bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya.
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3. Ryan Apriliandi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara Medan 2018, “Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan 
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Negara Dan Lelang Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara”. 
Hasil dari skripsi tersebut adalah kewenangan kantor pelayanan kekayaan 
negara dan lelang dalam pemanfaatan barang rampasan negara peran 
lelang dalam perekonomian. Lelang mampu memberikan jawaban yang 
pasti mengenai harga/nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian 
tidak menentu, sehingga harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi 
standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu. Dalam lelang 
dapat ditemukan adanya asas keterbukaan/ transparansi, asas keadilan, 
asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif (library research). "Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan 
atau studi dokumen. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 
pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 
Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih 
banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.
6
Terlibat dengan 
partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang rnereka 
rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih 
komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki 
                                                          
5
 Ryan Apriliandi, “Kewenangan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 
Dalam Pemanfaatan Barang Rampasan Negara”, Jurnal: , Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan , 2018, hlm.41 
6









2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum 
doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan 
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in 
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupa 
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas Oleh karena itu, 
pertama, sebagai sumber datanya hanyalah dan sekunder, yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.
8
 
Penulis mempergunakan pendekatan atau penelitian hukum terapan 
normaif. Penulis menentukan objek penelitian di Kejaksaan Negeri Kota 
Tegal dalam pelaksaan lelang barang bukti. Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta 
hukum dengan fakta sosial.
9
 Itulah sebabnya penelitian ini disebut juga 
dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif. 
3. Sumber Data 
Adapun sumber data yang di gunakan penulis sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer terdiri dari KUHAP dan berdasarkan 
Peraturan Kejaksaan Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
perubahan atas peraturan jaksa agung nomor per-
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002/A/JA/04/2017 tentang pelelangan dan penjualan langsung 
benda sita eksekusi. penelusuran internet,makalah,surat kabar, 
jurnal hukum, buku lelang barang bukti kejaksaan negeri kota 
Tegeal tahun 2019 yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan diteliti. 
b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan 
memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di 
lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam
10
,terdiri 
atas penelusuran kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-
karya ilmiah. literatur literatur, peraturan perundang-undangan, 
internet, media cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan 
langsung dengan masalah yang akan dibahas.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis 
sebagai berikut: 
a.Wawancara 
 Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan 
informasi, secara langsung melalui permintaan keterangan keterangan 
kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau 
jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Mereka yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan melalui wawancara 
ini disebut responden. Datanya berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-
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pertanyaan yang diajukan. Untuk memperoleh informasi itu biasanya 
diajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tersusun dalam 
suatu daftar.
11
 Kemudian, penulis melakukan teknik wawancara dengan 
salah satu panitia atau bagian lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri 
Kota Tegal.  
b. Studi Kepustakaan 
Penelitian sastra merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek atau masalah 
yang menjadu subjek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 
buku, karya ilmiah, makalah, skripsi, ensiklopedi, internet, dan sumber 
daya lainnya. Dengan melakukan penellitian pustaka, peneliti dapat 
menggunakan segala informasi dan ide yang berkaitan dengan penelitian.  
Peran penelitian kepustakaan sebelum penelitian sangat penting, 
karena dengan melakukan kegiatan ini maka hubungan anta isu, penelitian 
terkait, dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu, penelitian ini 
selanjutnya akan didukung oleh bukti teoritis dan praktis yang ada (yaitu 
hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi). 
5. Metode Analisis Data 
Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif 
karena penulis mengumpulkan datanya sendiri secara langsung. Pemilihan 
tersebut juga didasari oleh kredibilitas dan kekayaan informasi yang 
narasumber miliki. jawaban yang diberikan oleh partisipan adalah benar-
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benar murni dari mulut mereka berdasarkan pengalaman langsung dan 
bukan hasil rekayasa peneliti. Selain dengan menggunakan wawancara 
penulis juga mendapatkan sumber bahan di antaranya hukum skunder dan 




G. Rencana Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, sehingga 
mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap 
permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang latar belakang 
penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II : LANDASAN TEORITIS, pada bab ini berisi tentang ruang lingkup 
sistem peradilan pidana, sejarah,tugas,dan tugas pokok lembaga kejaksaan.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini berisi 
mengenai proses pelaksaan lelang barang bukti dan hambatan-hambatan di 
Kejaksaan Negeri Kota Tegal. 
BAB IV : PENUTUP, berisi mengenai rangkaian kesimpulan dan saran. 
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A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu 
merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa 
Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan tidak 
mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin 
mens rea dilandaskan pada maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang 
berarti “suatu perbutan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika 
pikiran orang itu jahat”. Menurut padangan tradisional, disamping syarat-syarat 
objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif 
atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabakan dijatuhkan pidana 
kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”.  
Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya dilakukan tanpa 
dipikirkan secara matang yang dapat merugikan lingkungan atau orang lain. Hal-
hal seperti itu akan menimbulkan akibat negatif yang tidak diimbangi dengan 
suasana dan kehidupan yang baik. Kembali ke suasana dan kehidupan yang 
bernilai membutuhkan tanggung jawab aktor, yang menyebabkan 
ketidakseimbangan. Tanggung jawab yang harus dipikul pelaku berupa pelimpahan 
rasa ketidakpuasan publik. Hal ini agar Anda bisa merasakan penderitaan atau 
kehilangan yang dialami sekaligus. Pendelegasian dilakukan oleh orang atau 
kelompok orang yang diberi wewenang untuk melakukannya sebagai tugas yang 





dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman 
yang disebut "dipidanakan". Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya 
menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang 
dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya 
hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatannya tergantung dari penilayan masyarakat atas perbuatan orang itu.
13
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda 
maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS 
Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 
dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman 
pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
14
 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan 
yang ada maupun  
dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah 
strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:  
a.. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-
undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;  
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b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. 
Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. 
Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk 
Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu 
dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 
14 ayat (1); 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit;  
d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum 
Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;  
e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam 
bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum 
Pidana Indonesia;  
f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-
undang dalam Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api 
dan Bahan Peledak;  
g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan 
beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap 
dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, hal 





Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang 
Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena 
melakukan kejahatan. 
S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi 
memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu 
tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang undang bersifat melawan 




Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana.5 Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam 
pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman 
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
16
 
Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hammel, adalah sebagai 
berikut : “Strafbaarfeit” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-
undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
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kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat 
melanggar hukum (wederrectelijkheid, onrechtmatigheid).   
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana P.A.F lamintang dalam mengemukakan 
pendapatnya secara umum unsur-unsur tindak pidana ada 2 yaitu unsur 
subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sebagaimana adalah unsur yang 
melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan 
termasuk kedalamnya  segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
17
 
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi: 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).  
b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.  
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.  
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti 
misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP.  
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e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat 
didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 
308 KUHP. 
Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:   
a. Sifat melanggar hukum.  
b. Kualitas si pelaku.  
c.Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat 
 
B. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana 
Peradilan pidana merupakan sisitem suatu mekanisme berjalannya 
penegak hukum berawal dari proses penyelidikan dan penyidikan, 
penangkapan,penahanan, penuntutan samapai dengan pemeriksaan dimuka 
pengadilan. Lembaga yang terkait dengan sistem tersebut seperti polisi, jaksa, 
hakim dan juga petugas lembaga permasyarakatan. 
Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" 
yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan 




Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di 
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dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai 
panglima tertinggi tanpa ada pengecualian. Selain hukum, keadilan merupakan 
raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan 
antara rakyat dan pemerintah Indonesia. 
Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka, 
dalam lapangan hukum pidana masih menggunkan hukum pidana peninggalan 
kolonial Belanda sehingga masih digunakannya hukum pidana peninggalan 
kolonial Belanda di Indonesia, suka maupun tidak suka, akan mengoyak rasa 
keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena baik secara 
filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah 
Belanda sudah tentu bukanlah berdasarkan rasa keadilan yang ada pada 
masyarakat Indonesia, sehingga tentunya sudah saatnya negara kita memiliki 
hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusian bangsa 
Indinesia. 
Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas 
dari mulai kepolisian sebagai penyidik. kejaksaan sebagai penuntut umum dan 
pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus 
perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap 
Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut 
M. Yahya Harahap, Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP 
merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu 
tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara 
aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan 





C. Sejarah Lahirnya Lembaga Kejaksaan 
1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah 
kemerdekaan 
a. Sebelum Kemerdekaan 
Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa 
kerajaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan yang dinamakan 
Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan tersebut 
berasal dari bahasa Jawa Kuno, dari kata-kata yang sama dalam bahasa 
Sanskerta. 
Menurut W.F. Stutterheim, Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman 
Majapahit, di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). 
Dhyaksa diberi tugas untuk menangani masalah-ma salah peradilan 
dengan kapasitas kedudukannya seperti itu untuk Mahapatih Gajah 
Mada. Dalam kedudukannya itu, menurut Krom dan Van Vollenhoven, 
Gajah Mada adalah sebagai Adhyaksa. Dari keterangan tersebut 
tersimpul bahwa yang dimaksudkan dengan Dhyaksa adalah Hakim 
Pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim tertinggi yang 
memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi. Kesimpulan tersebut sejalan 
dengan pendapat H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa Adhyaksa 
adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (opperrechter).
19
 
Baik pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerajaan Singasari di 
abad XIII Sang Prabu didampingi oleh Dharmadhyaksa, masing masing 







seorang untuk agama Syiwa dan agama Buddha. Menurut juynboll, 
Dharmadhyaksa memunyai tiga arti, yaitu: 
1. Pengawas tertinggi (superintendent) dari kekayaan suci;  
2. Pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (religie);  
3. Ketua Pengadilan. 
Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya 
dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. 
Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai 
Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad 
(Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan 
Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari 
Residen / Asisten Residen. 
Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung 
sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan 
Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung 
yakni antara lain: 
1.Mempertahankan segala peraturan Negara 
2.Melakukan penuntutan segala tindak pidana 
3.Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang 
Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya 
dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen 





Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara 
resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman 
pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh 
Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi 
kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo 
Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan 
Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi 
digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: 
1.Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran 
2.Menuntut Perkara 
3.Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. 
4.Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. 
 
b. Setelah Kemerdekaan 
Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam 
Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan 
Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara 
R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan 





Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem 
ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan 
pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase. Pada masa 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 
1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan da lam struktur Negara 
Republik Indonesia dalam lingkungan Depar temen Kehakiman. Secara 
yuridis formal Kejaksaan Republik Indone sia sudah ada sejak 
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Kedudukan Kejaksaan dalam 
struktur kenegaraan Negara Republik Indonesia adalah selaku alat 
kekuasaan eksekutif dalam bidang yustisial yang sudah berakar sejak 
zaman Kerajaan Majapahit, Mataram, Cirebon, serta zaman 
penjajahan.Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang 
menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga 
mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara 
institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 
55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. 
Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap 
pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, 
khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, 
memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga 





Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak 
pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang 
merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak 
lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga 
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. 
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), 
mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya 
institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 
menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus 
Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan 
pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan 
yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan 
peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 
 
D. Tugas Pokok,Fungsi dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia 
Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Untuk 
Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. 
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga hukum yang dituntut untuk lebih 





umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi,dan 
nepotisme(KKN). 
Dalam melaksankan tugas pokok,fungsi dan wewenang, Kejaksaan Republik 
Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, 
keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma 
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai 
kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Kejaksaan juga harus mampu terlibat langsung dalam proses pembangunan 
antara lain menciptakan mondisi yang kondusif yang mendukunh dan 
mengamankan pelaksaan pembangunan untuk mewujudakan masyarakat yang adil 
dan dan makmur dengan berdasarkan pancasila, serta mempunyai kewajiban untuk 
turut serta melindungi kepentingan masyarakat. 
Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang 
menentukan bahwa:  
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah                      
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 






e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas 
nama negara atau pemerintah. 
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan:  
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;  
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
negara;  
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal. 
Berikut merupakan tugas dan wewenang dalam menciptakan ketertiban dan 
ketentraman umum, maka sebagai aparat penegakan hukum diwadibkan untuk 
turut menyelenggarakan kegeiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
Penyelenggaraan kegiatan masyarakat demi tercptanya kesadaran hukum di 
masyarakat sebagaimana di tuangkan dalam pasal 30 ayat(3) huruf a Undang 
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, wajib 
dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari 







Di Indonesia sendiri sejarah lembaga lelang sudah lama diketahui, yaitu adanya 
peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908 nomor 189), walaupun 
berbentuk Pemerintah Hindia Timur Belanda, peraturan tersebut tetap berlaku. 
Tepatnya, peraturan ini diundangkan pada tanggal 1 April 1908. Untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan masyarakat atau ekonomi dan pembangunan hukum, 
pemerintah harus mengupayakan terobosan atau deregulasi di bidang lelang. 
Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi  
kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas 
keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.
20
 Lelang 
sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal. Namun pada 
umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan 
lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal 
dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. Dalam kaitan ini pembeli (pemerintah) 
berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang/jasa. Sementara lelang 
menurut Pasal 1 Vendu Reglement adalah suatu penjualan barang di muka umum 
dengan cara penawaran. secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang 
semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun 
dan/atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului 
dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin 
oleh pejabat lelang atau Vendumeester (dahulu juru lelang). 
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Kata lelang berasal dari kata Auctio yang artinya bertambah secara bertahap. 
Berlawanan dengan jual beli, lelang mengacu pada penjualan barang secara umum 
kepada publik dengan harga penawaran yang dinaikkan atau diturunkan atau 
dengan memasukkan harga dalam amplop tertutup, atau kepada mereka yang telah 
diundang atau diberitahu tentang lelang sebelumnya. Atau menjual, atau diizinkan 
untuk berpartisipasi dan memiliki kesempatan untuk menawar harga,kutipan atau 
masukkan harga pada sampul tertutup. 
Definisi lelang juga dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 / PMK.06 / 2016 mengenai 
petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa lelang tersebut adalah 
penjualanumumnya barang tersedia dengan penilaian tertulisdan / atau lisan yang 
naik atau turun untuk mendapatkan hargayang tertinggi, yang didahului dengan 
pengumuman lelang. 
UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa Pasal 1 ayat 17 definisi lelang adalah Lelang adalah setiap penjualan barang 
di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui 
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. 
Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan penjualan lelang benda sitaan 
dalam uraian ini, bukan penjualan lelang taraf eksekusi putusan pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjualan lelang yang akan dibicarakan 
adalah penjualan yang dimaksud Pasal 45 KUHAP, berupa “penjualan lelang” 
benda sitaan yang pemeriksaan perkaranya masih dalam taraf proses tingkat 





itu dilakukan atas perintah yang dikeluarkan instansi penyidik pada tingkat 
pemeriksaan penyidikan berdasarkan wewenang dan syarat-syarat yang diberikan 
dan ditentukan undang-undang dalam Pasal 45 KUHAP. Bisa juga berdasar 
penetapan yang dikeluarkan penuntut umum pada tingkat penuntutan atau hakim 
yang menyidangkan perkara pada semua tingkat pemeriksaan pengadilan. 
1. Fungsi Lelang 
Fungsi lelang Lelang memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi privat dan fungsi 
publik. Fungsi lelang pribadi adalah lelang mengumpulkan pembeli dan penjual di 
tempat usaha institusi pasar. Sedangkan fungsi lelang publiknya adalah : 
a. Pengamanan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untuk 
meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;  
b. Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan 
dengan pelayanan Penjualan barang yang mencerminkan keadilan, 
keamanan, dan kepastian hukum karena itu semua Penjualan eksekusi 
eks sita pengadilan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kejaksaan 
dan sebagainya harus dilakukan secara lelang;  
c. Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan uang 
miskin. 
d. Mendukung terwujudnya Good Government mengingat lelang 
mempunyai asas-asas yaitu asas transparansi, asas kepastian, asas 





Fungsi privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang 
yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan 
suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual 
beli. Perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
kurang dapat mengakomodir kebutuhan dalam perekonomian sehari-hari, 
contohnya kebutuhan untuk menjual secara khusus yang terkait dengan sengketa-
sengketa atau eksekusi, serta kebutuhan untuk melakukan transaksi secara cepat, 
efisien, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki kepastian. 
Perekonomian pada umumnya membutuhkan sarana penjualan secara cepat dan 
efisien, terutama di negara maju. 
2. Jenis Lelang 
Menurut jenis pelelangannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:  
a. Pelaksanaan lelang, yaitu pelaksanaan putusan / aturan pengadilan, 
dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan / atau pelaksanaan 
lelang sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Lelang pidana mati meliputi 15 lelang, yaitu pidana mati PUPN, 
pengadilan, perpajakan, harta pailit, Pasal 6 UUHT, Pasal 45 (Penyitaan / 
Pengacara / Hakim) KUHAP, Pasal 271 UU Penyitaan Nomor 22 / LLAJ 
tahun 2009, UU No. 94 94 31/1997 tentang penyitaan pengadilan militer, 
barang curian (jaksa), jaminan yang dipercaya, barang yang tidak dikuasai 
/ dikuasai oleh pabean lama, barang ditemukan, dikembalikan tetapi tidak 






b. Lelang wajib non eksekutif, yaitu lelang untuk melakukan lelang barang 
yang dijual melalui lelang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan. Lelang wajib non eksekutif meliputi 18 lelang, yaitu 
penghapusan BMN / BMD, harta benda BUMN / BUMD, harta BPJS, 
BMN bea cukai, tipping, BMN bongkar aset properti, barang habis pakai 
pemilu, harta BDL, inventaris BDL bekas, dan bekas pengurus PT. PPA, 
APU debitur PKPS, inventaris eks BPPN, properti eks BPPN, balai 
peninggalan, BMKT, properti BI, sisa barang relokasi proyek dan kayu 
serta hasil hutan lainnya.21 
c. Lelang Sukarela Non Eksekutif yang selanjutnya disebut Lelang Sukarela 
adalah lelang barang yang dilelang secara sukarela oleh swasta, 
perseorangan, atau badan hukum / niaga. 
Dalam pelaksaan lelang dimana ada objek selalu ada subyek di belakangnya 
dan berkaitan langsung dengan proses pelaksaan lelang, berikut beberapa subyek 
dalam pelaksaan lelang. 
3. Sistem Lelang 
a. Sistem Lelang Eksekusi  
Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi publik, yaitu 
lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen 
lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang disamakan sebagai putusan pengadilan. Lelang eksekusi dilakukan 
dalam rangka membantu penegakkan hukum, antara lain lelang eksekusi 








PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi 
harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi barang yang 
dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 
KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang 
temuan, lelang eksekusi Fidusia, lelang eksekusi Hak Tanggungan, lelang 
eksekusi Gadai. Lelang eksekusi PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) 
adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang 
wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung 
maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, 
perjanjian, atau sebab apapun.   
Lelang eksekusi Pengadilan adalah lelang untuk melaksanakan 
putusan hakim/penetapan pengadilan sebagai tindak lanjut dalam perkara 
perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.   
Lelang eksekusi Sita Pajak adalah lelang yang dilakukan dalam 
rangka penagihan piutang pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak 
kepada Negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. 
 
b. Sistem Lelang Non Eksekusi  
Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa 
peraturan perundang-undangan atau atas free will (pilihan sukarela), dan  
dilangsungkan tanpa sengketa (tidak ada unsur penegakan hukum). Sistem 
lelang non eksekusi ini dibedakan menjadi pertama, Lelang non eksekusi 
wajib (Compulsary Auction) yaitu lelang yang dilaksanakan untuk 





untuk penjualan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara yang berbunyi “penjualan barang milik 
Negara/daerah dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal-hal 
tertentu”, yang mana oleh peraturan perundangundangan diwajibkan untuk 
dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan 
pertama. Kedua, Lelang non eksekusi sukarela (Voluntary Auction). 
Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok 
masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh 
pemiliknya. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari 
masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual asset 
miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, 
salah satu contohnya adalah barang-barang bekas yang masih layak untuk 
digunakan (second hand). 
 
4. Dasar Hukum Lelang  
Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang 
Belanda yaitu Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189. Dasar 
hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di Indonesia ditemui dalam 
banyak ketentuan, misalnya :  
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  





5. Undang-Undang Nomor 49/perpu/1960 tentang Panitia Urusan Piutang 
Negara.  
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa  
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
11. Peraturan Pemerintah tentang BPPN 
 
5. Juru Lelang 
 Juru lelang atau biasa di sebut pejabat lelang adalah jabatan fungsional 
pejabat umum yang melayani masyarakat untuk melaksanakan dalam bidang 
lelang dalam setiap pelelangan dan berfungsi sebagai peneliti dokumen 
persyaratan lelang, memberi informasi lelang, memimpin lelang,hakim,pejabat 
umum, dan bendaharawan. Dengan demikian pejabat lelang tidak hanya 
menyaksikan lelang tetapi justru menyelenggarakan penjualan itu sendiri dan juga 
membuat akta otentik. Risalah Lelang merupakan produk hukum yang merupakan 
produk hukum Pejabat Lelang statusnya sama dengan akta otentik, karena 
memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta otentik seperti yang diatur dalam Pasal 
1868 KUH Perdata yaitu:  
a. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah Lelang 





b. Bentuk aktanya telah ditentukan dalam Undang Undang Risalah 
Lelang bentuknya telah ditentukan dalam Vendu Reglement (Undang-
Undang Lelang) yaitu dalam Pasal 37,38,39. 
c. Setiap Pejabat Lelang mempunyai wilayah kerja tertentu.22 
Pengertiaan pejabat lelang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pejabat Lelang adalah 
orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus 
untuk melaksanakan Lelang(pasal 1 poin 44). Kemudian berdasarkan pasal 8 ayat 
2 & 3 Peraturan Menteri Keuangan pejabat lelang terdiri dari: 
1) Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berwenang melaksanakan Lelang untuk semua jenis Lelang. 
2) Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berwenang melaksanakan Lelang Non eksekusi Sukarela. 
 
6. Penjual Lelang 
Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang 
berdasarkan peraturan perundang undangan atau perjanjian berwenang untuk 
menjual barang secara lelang Seperti halnya subyek hukum, subyek dalam  
pelaksanaan lelang juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. 
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7. Peserta dan Pembeli Lelang 
Peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah 
memenuhi syarat untuk mengikuti Lelang. Pembeli adalah orang atau badan 
hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan 
sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Jika peserta lelang di wakilkan 
orang lain atau atas nama orang lain harus menyiapkan surat kuasa bermaterai 
kepada pejabat lelang dengan dilampirkan fotokopi KTP atau SIM dan penerima 
kuasa harus memperlihatkan aslinya.  
Adapun larangan untuk menjadi peserta lelang antara lain: 
a) Pejabat Lelang;  
b) Pejabat Penjual;  
c) Penilai atau penaksir;  
d) Juru sita;  
e) Tereksekusi;  
f) Debitor; dan  
g) Terpidana,  
8. Asas Lelang 
Setelah memahami pengertian lelang, kita juga harus lebih memahami 
prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip terkait lelang yang efektif di 
Indonesia.Pertama-tama, transparansi atau keterbukaan adalah prinsip terpenting 
dalam menetapkan aturan lelang. Saat mengikuti kompetisi membeli barang, 





menjalankan prinsip-prinsip lain terutama prinsip persaingan yaitu terdapat 
persaingan yang sehat, kemudian prinsip-prinsip lelang meliputi: 
1. Asas Kepastian (certainty)  
Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual 
untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk 
melindungi rakyat mencakup: 
a. Kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau 
tidak, 
b. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan   
c. Berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon 
pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya 
2. Asas Kompetisi (competition) 
Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara 
berkompetisi. Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran 
harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang 
baik perorangan ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang 
yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. 
 
3. Asas Keterbukaan 
Asas keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 





dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang 
menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan 
PENGUMUMAN LELANG. Pengumuman lelang berperan sebagai 
sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, 
dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang. 
 
4. Asas Keadilan 
Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah 
terkenal dalam bukunya yang berjudul Rhetorica, menganggap bahwa 
hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang 
Lelang adalah membuat adanya keadilan dalam pelaksanaan lelang. Dalam 
proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara 
proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan 
sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para 
pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam 
Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara 
adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi 
Risalah lelang dengan itikad baik. 
5. Asas Efisiensi (efficiency) 
Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada 
suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan transaksi terjadi pada 
saat itu juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari 





6. Asas Akuntabilitas (Accountablility)  
Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan 
pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan hasilnya harus 
dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang sebagai bukti 




Arti dari “penyitaan” dicantumkan pada pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai 
berikut : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak 
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan 
dan peradilan". 
"Dilakukan oleh penyidik" digaris bawahi tetapi tidak berarti hanya pada tahap 
penyidikan dapat penyitaan dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan 
bahkan pada pemeriksaan di persidangan, dapa dilakukan berdasarkan "penetapan" 
Pengadilan. 
Setelah diutarakan "penyidik" yang dapat melakukan penyitaan", maka uraian 
lebih lanjut adalah proses pelaksanaan penyitaan yang untuk jelasnya adalah 
sebagai berikut : 
a. Sebelum penyitaan dilakukan. 
b. Pelaksanaan penyitaan. 
c. Setelah selesai pelaksanaan penyitaan. 





Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Rupbasan 
adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap 
semua benda sitaan dan barang rampasan negara  sesuai dengan Pasal 44 Kitab 
UndangUndang Hukum Acara Pidana  (KUHAP), yang menyatakan bahwa benda 
sitaan dan barang rampasan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara dalam hal ini adalah Rupbasan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang  Pengelolaan barang 
Negara menyebutkan bahwa salah satu sumber perolehan yang sah dan 
dimilikinoleh negara adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan 
pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, olehnya itu jika 
mengacu pada regulasi tersebut di atas maka yang dimaksud dengan asset pidana 
adalah “Aset Tindak Pidana adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, 
baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh 
atau diduga berasal dari tindak pidana”. 
Barang yang disita adalah barang yang disita oleh penyidik, jaksa atau pejabat 
yang karena tugasnya berhak menyita barang tersebut sebagai barang bukti dalam 
proses peradilan. Adapun pengertian barang curian, semua barang sitaan yang 
memiliki kekuatan hukum menurut putusan pengadilan tetap dinyatakan disita 
oleh negara. 
1. Prosedur Penyitaan Oleh Penyidik 
Beberapa hal yang perlu diketahui oleh penyidik berkenan dengan 
wewenangnya untuk melakukan penyitaan itu adalah : 
a. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, 





bertindak dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera 
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh 
persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung 
melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut 
di duga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda 
lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Terhadap paket atau surat 
atau benda lain yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan 
oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi dan lain-lain perusahaan 
pengangkutan apabila barang-barang tersebut diperuntukan bagi 
tersangka atau berasal daripadanya (Pasal 38, 40, dan 41 KUHAP). 
b. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang 
dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat atau 
tulisan hanya terbatas pada surat atau tulisan yang berasal dari 
tersangka atau apabila ditujukan/diperuntukan bagi tersangka Dan 
penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban 
merahasiakan. sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah 
atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 
42 dan 43).  
c. Sebelum melakukan penyitaan menunjukan tanda pengenal kepada 
orang darimana benda itu disita (Pasal 128). 
d. Memperhatikan benda yang akan disita kepada orang lain darimana 





barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan 
dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP). 
e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan diberi tanggal, 
kemudian ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau 
keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat 
dalam berita acara dengan menyebut alasannya kemudian penyidik 
harus menyampaikan turunannya dan berita acara itu kepada atasannya, 
orang darimana benda itu disita atau keluarganya atau Kepala Desa 
(Pasal 129 ayat (2, 3, dan 4) KUHAP). 
 f. Membungkus benda sitaan, dan sebelumnya dicatat terlebih dahulu 
berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, 
tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas darimana benda itu disita 
dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan kemudian diberi hak dan cap 
jabatan yang ditandatangani penyidik, dan apabila benda yang disita itu 
tidak di dapat/mungkin dibungkus, maka penyidik memberi catatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 130, yang ditulis dalam 










2. Pemeliharaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan  
Kegiatan pemeliharaan Barang sitaan dan Barang rampasan di Rupbasan 
bertujuan menjamin dan mempertahankan kualitas dan kuantitas Barang sitaan 
dan Barang rampasan selama disimpan di Rupbasan. Kegiatan pemeliharaan dapat 
dilaksanakan menggunakan metode Preventive Maintenance secara berkala sesuai 
waktu yang ditentukan. Tetapi untuk benda sitaan tertentu yang memerlukan 
pemeliharaan yang segera dapat dilaksanakan pemeliharaan secara darurat 
(emergency). Kegiatan pemeliharaan sudah berjalan sesuai dengan kemampuan 
yang ada dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, 
kondisi Barang sitaan dan Barang rampasan serta  kemampuan petugas. Hal-hal 
standar yang dilakukan dalam konteks pemeliharaan, misalnya untuk kendaraan  
roda dua dan roda empat adalah memanaskan dan membersihkan serta memeriksa 
kondisi mesin. Dan untuk pemeliharaan terhadap Barang sitaan dan Barang 
rampasan yang lain dilakukan secara normatif.
23
 
3. Pengamanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan  
Secara umum diketahui bahwa tugas pengamanan adalah menyelenggarakan 
aktifitas keamanan dan keselamatan dari segala bentuk gangguan keamanan 
Barang sitaan dan Barang rampasan di Rupbasan. Sedangkan Fungsi pengamanan 
adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya berbagai 
gangguan keamanan. Petugas pengamanan dan sarana prasarana keamanan sangat 
terbatas, fakta di lapangan petugas hanya 10 (sepuluh) orang yang dibagi ke 
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dalam 4 (empat) regu.  Sarana dan prasana pengamanan juga masih jauh dari 
memadai. 
Pemutasian Barang sitaan dan Barang rampasan Pemutasian Basan adalah 
kegiatan pemindahan Barang sitaan secara administrasi berdasarkan status hukum 
sesuai tingkat pemeriksaan perkara, sedangkan Mutasi adalah kegiatan 
pemutasian Barang sitaan secara administrasi yang berkaitan dengan peralihan 
kewenangan yuridis Barang sitaan yang disertai dengan perubahan pencatatan 
pada buku register.  Proses mutasi terhadap Barang sitaan dan Barang rampasan 
mengalami beberapa kendala terkait dengan pelimpahan perkaran dan informasi 
perkembangan status hukum, terutama terhadap Barang sitaan dan Barang 
rampasan yang sudah di atas 2 tahun. Tidak ada informasi yang pasti, di sisi lain 
surat koordinasi ataupun permintaan secara lisan bahkan dengan berkunjung 
langsung ke pihak-pihak instansi terkait sudah dilakukan namun tidak 
mendapatkan hasil yang diharapkan.  
4.Pengeluaran Barang Sitaan dan Barang Rampasan  
Pengeluaran adalah tindakan mengeluarkan Barang sitaan dan Barang 
rampasan dari Rupbasan. Pengeluara ini dilakukan baik sebelum adanya putusan 
pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan penetapan 
hakim atau Putusan Pengadilan. Proses pemindahan Barang sitaan dan Barang 
rampasan dari dalam Rupbasan kepada pihak yang memiliki kewenangan penuh 
untuk melakukan pengambilan Barang sitaan dan Barang rampasan dilakukan 
sesuai dengan aturan yang ada.  Kegiatan ini diawali dengan melakukan 





Barang rampasan setelah itu dibuatkan berita acara yang diketahui dan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Kejaksaan Berdasarkan Peraturan 
Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 
Benda Sitaan Negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan 
proses peradilan. Sedangkan Barang Rampasan Negara adalah benda 
sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dinyatakan dirampas untuk negara Yang dimaksud dengan Benda Sitaan 
Negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. 
Sedangkan Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas 
untuk negara.. Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. 
Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik 
seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di 
tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang 
disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap 
barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan 
berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan 
bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.
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“Barang bukti berawal dari alat yang digunakan  dalam suatu tindak pidana 
bisa bearawl dari hasil atau barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. 
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Barang tersebut di dapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian 




Penyitaan diatur dalam KUHAP pasal 1 nomor 16, kemudian terdapat pada 
BAB V bagian ke IV. Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat 
dijelaskan pendapat berikut. 
“Pada dasarnya, setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum 
mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi 
dengan saksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan 
"acara yang berlaku" (due process) dan "hukum yang berlaku" (due to law).”
26
 
Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa, 
merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (personel privacy 
right) yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan 
fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang 
dapat diklasifikasikan, meliputi: 
 Penangkapan  
 Penahanan  
 Penggeledahan dan 
 Penyitaan, perampasan, pembeslahan 
Upaya penangkapan dan penahanan terdapat pada pasal 16 dan 20 KUHAP, 
upaya tersebut merupakan wewenang dari setiap aparat penegak hukum secara 
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instansi tanpa ada campur tangan dari aparat penegak hukum lain. Mengenai 
tindakan penggeledahan terdapat pada pasal 32 KUHAP dan penyitaan terdapat 
pada pasal 38 KUHAP  memerlukan izin dari ketua pengadilan setempat. Barang 
bukti disamping dapat membuktikan suatu fakta kebenaran benda rampasan 
tersebut juga dapat di lakukan tindakan berupa dimusnahkan,dirusak,dan dirampas 
oleh negara. Barang bukti suatu perkara tindak pidana telah selesai proses 
peradilannya, selanjutnya barang bukti tersebut mendapatkan putusan sesuai 
dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP yaitu: 
“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan 
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan 
tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, 
untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi 
atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti dalam perkara 
lain.” 
Benda-benda yang dapat dirampas oleh negara terdapat pada pasal 39 KUHAP 
pasal 1 antara lain: 
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang atau sebagian diduga 
diperoleh dari tindak pidana atau seluruh sebagai hasil dari tindak pidana:  
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya;  
c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana;  





e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang 
sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
untuk semua barang.
27
 Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim pidana, yaitu: 
a) Barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari 
pelanggaran), dalam bahasa Belanda adalah corpora delictie yang berarti 
barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat 
cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
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b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut 
dalam bahasa Belanda adalah instrumenta delictie, yang berarti sarana 
dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, 
misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau 




Kemudian barang hasil rampasan atau sitaan kemudian di tempatkan rumah 
penyimpanan benda sita negara. jika sudah mendapat putusan yang berkuatan 
hukum tetap barang tersebut kemudian dapat dilakukan proses seperti 
pemusnahan barang/pengeluaran barang. Proses pemusnahan barang adalah 
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kegiatan untuk merusak bentuk fisik dan agar barang tidak dapat dipakai 
sebagaimana mestinya. 
Peraturan Kejaksaan No.10 tahun 2019 pasal 3 ayat 1 pengambilan benda 
sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan 
panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil 
benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat 
benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau 
yang berhak. Selanjutnya jika keberadaan pemilik suatau barang tersebut tidak 
diketahui keberadaannya ataupun alamat pemilik tidak di temukan, maka jaksa 
eksekutor dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman panggilan 
kemudian mengumumkan pengembalian tersebut kepada kantor 
kecamatan/kelurahan/desa sesuai dengan pasa 3 ayat 2 Peraturan Kejaksaan No.10 
tahun 2019.  
Dalam waktu pengumuman lewat dari 30 hari pemilik tidak mengambil benda 
tersbut maka Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan tersebut untuk di 
lelang dan menyerahkan benda tersebut kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti 
dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.(Pasal 3 ayat 5 Peraturan 
Kejaksaan No.10 tahun 2019 tentang pelelangan dan penjualan benda sitaan atau 
barang rampasan negara atau benda sita eksekusi). Barang sitaan atau barang 
rampasan itu yang tidak di ambil oleh pemiliknya  dengan nilai taksir barang tidak 
lebih dari RP.35.000.000,00 (tiga puluhn lima juta rupiah) dapat langsung 
dilakukan penjualan secara langsung oleh Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor 





B. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Kejaksaan Berdasarkan 
Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 
1. Pra lelang.  
a. Barang sitaan dan terdakwa sudah melalui putusan pengadilan 
kemudian barang tersebut sudah memiliki hukum tetap sebagai barang 
rampasan milik negara tetapi jika pada proses berjalannya perkara 
ternyata barang sitaan berupa barang yang memiliki batas usia yang 
relatif singkat,perawatan berkala,barang yang dapat membahayakan 
orang lain maka barang sitaan tersebut dapat langsung dijual 
kemudian uang hasil penjualan tersebut dapat di lampirkan untuk 
barang bukti dalam persidangan karna jika tidak di takutkan barang 
bukti tersebut rusak,busuk, ataupun sangat berbahaya sesuai dengan 
pasal 45 KUHAP. Barang hasil sitaan dalam putusan pengadilan 
terdiri dari: 
- Barang di kembalikan  
- Barang dirampas untuk dimusnahkan 
-Barang dirampas untuk negara 
 Barang rampasan atau barang sitaan dikembalikan kepada pemilik 
tetapi jika dalam waktu 14 hari tidak ada pihak yang mengajukan 
permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri 
menetapkan benda sitaan dan melimpahkan ke satuan teknis  kepada 
Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk 
dilakukan pelelangan (pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Kejaksaan 





Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung 
Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita 
Eksekusi) 
 Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh 
pemiliknya dan/atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran 
tidak lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dapat 
dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau 
Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara. (pasal 24 
Peraturan Kejaksaan Nomor10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan 
Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan 
Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara 
Atau Benda Sita Eksekusi). 
b. Barang tersebut mendapat putusan menurut hakim benda itu dirampas 
untuk negara dan memiliki kekuatan hkum tetap barang tersebut 
dalam waktu 14 hari setelah putussan pengadilan diterima, Barang 
Rampasan Negara wajib diserahkan oleh satuan kerja teknis kepada 
Seksi Pengelolaan Barang Bukti untuk dilakukan penyelesaian 
pendataan barang apa saja yang dilakukan pelelangan. 
c. Setelah melakukan proses pendataan kemudian kejaksaan meminta 
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) 
untuk memohon perhitungan penksiran harga limit barang bukti 
rampasan dengan melampirkan putusan dari pengadilan. 
d. Kemudian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 





Negara jika data dari Barang Milik Negara Belum jika sudah lengkap 
maka perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 
Lelang(KPKNL) melaksanakan survei lapangan ke lokasi tempat 
penyimpanan barang untuk menghitung penaksiran harga limit barang. 
e. Disamping itu Kepala Kejaksaan membentuk sebuh tim atau 
kelompok panitia penyelesaian barang rampasan seperti 
ketua,sekretaris,dan anggota. 
f. Penetapan harga limit barang sudah dilaksanakan oleh Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) kemudian 
diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal dan Ketua 
Panitia Penyelesaian Barang Rampasan. 
g. Kejaksaan Negeri Kota Tegal meminta permohonan bantuan untuk 
melelang barang bukti rampasan yang telah mempunyai hukum tetap 
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) 
disertakan kelengkapan data-data sebagai berikut: 
1) Surat Perintah Penyitaan 
2) Berita Acara Penyitaan  
3) Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan. 
4) Penetapan tentang Penyitaan barang bukti.  
5) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tegal 
6) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48)  
7) Pendapat Hukum Jaksa Penuntut Umum tentang Barang Bukti 
yang dirampas untuk Negara 





9) Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Atas Barang 
Rampasan Untuk Dilelang (BA.21).  
10) Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kota 
Tegal tentang Hasil Penilaian Barang Rampasan Negara 
Kejaksaan Negeri Kota Tegal.  
11) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal tentang Panitia 
Penyelesaian Barang Rampasan, sitaan dan temuan Kejaksaan 
Negeri Kota Tegal.  
12) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal tentang ljin Lelang 
Barang Rampasan, Sitaan Dan temuan Kejaksaan Negeri Kota 
Tegal. 
13) Penetapan harga/nilai limit, dari Panitia Penyelesaian Barang 
Rampasan. 
14) Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal tentang 
Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Rampasan,. 
Pelaksanaan lelang bertempat di Kejaksaan Negeri Kota 
Tegal dan penyerahaan/penyetoran hasil bersih lelang ke 
Rekening Bendahara Penerima dan Risalah Lelang dikirimkan 
kepada Kejaksaan Negeri Kota Tegal sebagai bukti telah 
dilakukan pelelangan. 
3. Pelaksanaan Lelang 
a. Setelah semua data siap dan valid ketua panitia lelang barang 
rampasan memutuskan pembuatan pengumuman lelang, tempat 





lelang tersebut disebar di beberapa tempat yang sekiranya strategis 
dan juga pengumuman lelang di sebar melalui surat kabar agar 
semakin banyak menarik peserta lelang barang rampasan. 
b. Lelang barang rampasan berlangsung para peserta mulai keikutsertaan 
dalam penawaran barang.  
4. Pasca lelang 
Setelah ditmukan pemenang dari suatu barang rapasan melalui proses 
penawaran diterbitkanlah berita acara penyerahan barang rampasan,bukti 
penerimaan negara bukan pajak. Dengan catatan memberi waktu 7hari 
untuk proses pelunasan harga barang jika melewati jangka waktu yang di 
tentukan pemenang dinyatakan batal. Uang hasil penjualan di setorkan 
kepada rekening kejaksaan yang kemudian diseterkan ke kas nrgara melalui 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setelah semua terlaksana 
kemudian pejabat lelang membuat risalah lelang. 
C. Hambatan Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Kejaksaan Berdasarkan 
Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 
Pada dasarnya ada faktor-faktor dalam penerapan aturan tersebut faktor 
pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah sekaligus mendukung 
implementasi regulasi hambatan adalah hambatan pelaksanaan Konvensi 
Ketentuan umum. Eksekusi dengan lelang eksekusi Pelaksanaan barang curian 
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penghambat pelaksaan lelang 







1. Penentuan Harga Limit Rampasan 
Penentuan harga limit oleh pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan 
instansi-instansi terkait, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran 
Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian 
Barang Rampasan pada point 4 dan point 5. Pada point 4 disebutkan bahwa 
penentuan kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instasi 
yang terkait dengan barang rampasan tersebut, sedangkan pada point 5 dari 
Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa penentuan harga dasar atau harga 
limit dimintakan kepada instasi yang berwenang.  
“Banyak para peserta lelang ketika di persilahkan untuk melihat 
kondisi barang kemudian mengeluhkan dengan tingginya harga limit 
padahal penentuan harga limit bukan dari kejaksaan itu sendiri. Seperti 
contohnya sepeda motor pnentuan harga limitnya di tentukan oleh Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) atau jika pihak keitga 
dilakukaan oleh DISHUB setelah cek fisik kondisi kendaraan”
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2. Antusias peserta lelang kurang  
Peserta lelang merupakan kunci terlaksanakannya lelang maka peserta 
mempunyai peranan penting dalam suatu pelaksaan lelang. Lelang barang 
rampasan tidak dapat dilakukan jika kondisi sebagai berikut: 
a. Peserta lelang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia 
penyelenggara seperti contohnya tidak lengkap data diri yang di bawa 
untuk mendaftarkan menjadi peserta lelang. 
                                                          
30
 Hasil wawancara dengan Ibu Kautsar Dian N, SH, MH selaku bagian seksi pengelolaan barang 





b. Pelaksaan lelang barang rampasan  ditunda karena sebab tertentu. 
Disamping kehadiran peserta yang tergolong sedikit pihak panita sudah 
berusaha untuk menyebar pengumuman di tempat-tempat yang sekiranya 
strategis seperti pusat-pusat keramaian bahkan hingga surat kabar. 
3. Peserta lelang dengan sengaja tidak melunasi tagihan barang 
 Seperti yang sudah di jelaskan di atas bagian prosedur pelaksanaan 
lelang jangka waktu  7 hari untuk proses pelunasan harga barang jika 
melewati jangka waktu yang di tentukan pemenang dinyatakan batal. 
Pemenang lelang dengan sengaja tidak melunasi harga barang sehingga 
pemenang dinyatakan batal kemungkinan barang tersebut tidak dipakai 
untuk diri sendiri. “umunya peserta lelang yang hadir pada pelaksaan 
lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri Kota Tegal adalah pedagang 
barang tersebut ketika sudah menang kemudian mulai d perjual belikan 
tetapi harga jatuh atau mungkin tidak laku sehingga peserta dengan 




4. Tempat penyimpanan barang yang akan dilelang kurang memadai 
Peletakan barang rampsan di kejaksaan untuk benda ukuran kecil 
di letakkan di suatu ruangan yang tidak terlalu besar. Sedangkan, untuk 
barang rampasan berupa kendaraan motor  di letakkan di bagian belakang 
halaman halaman kejakasaan untuk kendraan jenis motor sudah memiliki 
atap untuk tempat penyimpanannya. Barang rampasan berupa mobil di 
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letakkan di halaman belakang dan tanpa atap. Sehingga mobil dibirakan 
kepanasan dan kehujanan sehingga dapat merusak kualitas cat maupun 
mesin mobil.Minimnya fasilitas tempat penyimpanan pada kendaraan 
tersebut sangat berpengaruh pada penentuan harga limit suatu kendaraan 









Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
yakni sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan lelang barang bukti kejaksaan berdasarkan Peraturan 
Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Jaksa Agungn Omor Per-002/A/Ja/05/2017 
Tentangpelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau 
Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi: 
poses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri 
Tegal terhadap barangbarang rampasan sebelumnya harus memenuhi 
persyaratan- persyaratan atau memenuhi ketentuan-ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, tata cara yang 
harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan 
terhadap barang rampasan ada tiga tahapan yaitu pra 
lelang,pelaksanaan lelang,dan pasca setelah lelang. 
2. Hambatan pelaksanaan lelang barang bukti oleh kejaksaan 
berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 10 tahun 2019 
a. Penentuan Harga Limit Rampasan. 
b. Antusias peserta lelang kurang  
c. Peserta lelang dengan sengaja tidak melunasi tagihan barang. 










Kurangnya pihak Kejaksaan agar melakukan sosialisasi terhadap peraturan 
tentang lelang barang rampasan baik di dalam instansi kejaksaan itu 
sendiri,maupun kepada masyarakat luas, dan adanya tindakan yang cepat dan 
tegas dari pihak kejaksaan terkait di dalam pelaksanaan dan penyelesaian 
pelelangan terhadap barang rampasan. Sehingga lebih banyak menarik minat bagi 
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